BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan uraian terkait penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara
menurut hukum internasional dan implementasi penyelesaian sengketa dalam
kerangka ASEAN (studi kasus sengketa Laut Natuna Utara) dapat disimpulkan

beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa Laut Natuna
Utara Menurut Hukum Internasional, Indonesia memiliki dasar hukum yang
kuat dan sah atas wilayah Laut Natuna Utara. Ketentuan United Nations
Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) memberikan hak
berdaulat kepada Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200
mil laut dari garis pangkal, sehingga Laut Natuna Utara secara yuridis
merupakan bagian dari ZEE Indonesia dan bukan wilayah sengketa
kedaulatan. Klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok melalui konsep nine-
dash line tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS 1982, sebagaimana
ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016.
Sengketa Laut Natuna Utara sampai saat ini belum selesai dikarenakan situasi
perbatasan yang dari tahun ke tahun dapat tenang dan terkadang memanas
dan untuk proses penyelesaian sengketanya pada saat ini hanya sampai pada
tahap upaya-upaya yang dapat dilakukan.

2. Implementasi penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara dalam kerangka
ASEAN, dalam Prinsipnya penyelesaiannya yaitu secara damai. ASEAN

menolak penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik dan
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mengutamakan dialog. ASEAN dalam penyelesaian sengketa juga
mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah

ASEAN, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis
memberikan saran Pemerintahan Internasional terkhususnya Indonesia dan
negara-negara yang berada pada Kawasan dan organisasi ASEAN terhadap

kasus sengketa Laut Natuna Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran
yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun
praktis. Bagi Pemerintah Indonesia, disarankan untuk terus mempertahankan
dan memperkuat pendekatan hukum internasional dalam menghadapi
dinamika di Laut Natuna Utara. Konsistensi dalam berpegang pada UNCLOS
1982 sebagai dasar hukum utama sangat penting untuk menjaga legitimasi
posisi Indonesia di mata internasional. Selain itu, Indonesia perlu terus aktif
menyuarakan posisinya dalam berbagai forum internasional dan regional
guna memperkuat dukungan terhadap prinsip hukum laut internasional.

Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas diplomasi maritim, baik
melalui jalur bilateral maupun multilateral. Diplomasi yang aktif dan
berkelanjutan dapat mencegah eskalasi konflik serta membangun pemahaman
bersama dengan negara-negara lain, termasuk Tiongkok. Pendekatan
diplomatik yang tegas namun damai perlu diimbangi dengan penguatan
kehadiran negara di wilayah Natuna sebagai bentuk penegakan hak berdaulat

yang sah.
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2. Dalam kerangka ASEAN, diperlukan upaya penguatan mekanisme
penyelesaian sengketa agar lebih efektif dan responsif. ASEAN perlu
mempertimbangkan pengembangan instrumen penyelesaian sengketa yang
lebih terstruktur dan memiliki kepastian hukum, tanpa menghilangkan nilai-
nilai dasar ASEAN seperti musyawarah dan konsensus. Penguatan peran
ASEAN High Council serta optimalisasi peran Sekretaris Jenderal ASEAN
dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian
sengketa regional.

ASEAN dan negara-negara anggotanya disarankan untuk
meningkatkan kerja sama dalam penyusunan dan implementasi Code of
Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan. CoC yang jelas, mengikat, dan konsisten
dengan hukum internasional diharapkan dapat menjadi pedoman bersama
dalam mencegah konflik dan mengelola perbedaan kepentingan di kawasan.
Indonesia dapat berperan aktif sebagai honest broker dalam mendorong

tercapainya kesepakatan tersebut.
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